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ABSTRAK

Disputes over the results of Regional Head Elections (Pilkada) are a crucial element in a
democratic system that ensures electoral justice and the legitimacy of regional leadership.
Constitutional Court Decision No. 235/PHPU.BUP-XXIII/2025 serves as a concrete
example of procedural law application in assessing the formal admissibility of election
disputes. This study emphasizes the importance of understanding the Constitutional
Court’s formal standards, particularly the vote margin threshold, which often becomes the
main reason for inadmissibility. The lack of normative studies specifically analyzing
decisions declaring petitions inadmissible (niet ontvankelijk verklaard) under the latest
regulatory changes constitutes a research gap addressed here. The objective is to examine
the Court’s legal reasoning in declaring petitions formally inadmissible and to analyze the
legal implications for resolving Pilkada disputes. Employing normative legal research with
statutory and conceptual approaches, the findings show that the Court strictly applies the
vote margin threshold as a formal requirement. Failure to meet this criterion results in
petitions being rejected without examining the substance. This decision sets a significant

legal precedent for future Pilkada dispute resolution.

Keywords: Constitutional Court, Pilkada Dispute, Vote Margin, Inadmissible Decision



ABSTRAK

Sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan elemen krusial dalam sistem
demokrasi yang menjamin keadilan elektoral dan legitimasi kepemimpinan. Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 235/PHPU.BUP-XXIII/2025 menjadi contoh konkret
penerapan hukum acara dalam menilai kelayakan formil permohonan sengketa. Kajian ini
menyoroti pentingnya pemahaman terhadap standar formil Mahkamah Konstitusi,
khususnya terkait ambang batas selisih suara sebagai alasan utama tidak diterimanya
permohonan. Minimnya kajian normatif mengenai putusan yang menyatakan permohonan
tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dalam konteks perubahan regulasi
menjadi celah penelitian yang ditinjau. Tujuan analisis ini adalah mengurai pertimbangan
hukum Mahkamah Konstitusi dalam menyatakan permohonan tidak memenuhi syarat
formil dan menelaah implikasi hukumnya terhadap penyelesaian sengketa Pilkada.
Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan
konseptual, ditemukan bahwa ambang batas selisih suara diterapkan secara ketat sebagai
syarat formil. Ketidakterpenuhan syarat ini menyebabkan permohonan ditolak tanpa
memeriksa substansi perkara. Putusan ini menjadi preseden hukum penting dalam
penyelesaian sengketa Pilkada.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Sengketa Pilkada, Ambang Batas, Putusan Tidak

Diterima
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan
tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem ini, keputusan-keputusan
penting diambil melalui proses pemungutan suara, baik secara langsung
maupun tidak langsung melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat.
Demokrasi menjamin hak-hak individu seperti kebebasan berbicara, kebebasan
pers, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa rasa takut atau
tekanan.! Negara demokrasi juga menjamin supremasi hukum. Semua warga
negara, termasuk pemimpin pemerintahan, tunduk pada hukum yang berlaku.
Lembaga peradilan yang independen menjadi penegak keadilan dan menjaga
agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam demokrasi, hukum
digunakan sebagai alat untuk melindungi hak asasi manusia dan menjaga
ketertiban masyarakat. 2

Pemisahan kekuasaan menjadi elemen penting dalam negara demokrasi.
Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dipisahkan agar tercipta sistem
checks and balances, yaitu saling mengawasi dan membatasi satu sama lain.
Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan oleh satu

pihak serta memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai prinsip keadilan

! Munir Fuady. Konsep Negara Demokrasi. Penerbit Rafika Bandung, 2013. Hlm 300
2 Didik Suprianto. Demokrasi dan Pemilu: Negara, Pemerintah, dan Partai Politik. Penerbit
Parludem. Jakarta, 2021. Hlm 73



dan akuntabilitas.

Dengan sistem demokrasi, masyarakat memiliki peran aktif dalam
menentukan arah pembangunan negara. Partisipasi masyarakat tidak hanya
melalui pemilu, tetapi juga dalam bentuk kebebasan menyampaikan pendapat,
terlibat dalam organisasi masyarakat, serta ikut serta dalam proses
pengambilan kebijakan publik. Demokrasi yang sehat mendorong terciptanya
pemerintahan yang responsif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan
rakyat banyak.’

Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun
1999 tentang Pemerintah Daerah memperkenalkan Desentrasilisasi yang
memberikan otonomi lebih besar kepada daerah. Meskipun demikian kepala
daerah masih dipilih oleh DPRD sehingga partisipasi langsung rakyat belum
terealisasi. Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang
pemilihan kepala daerah menjadi tonggah sejarah lahirnya pemilihan kepala
daerah langsung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dimana gubernur dan
wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota dipilih
secara langsung oleh rakyat. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum
pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia. Perubahan sistem
pemilihan kepala daerah tersebut sejalan dengan amanat konstitusi setelah
amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

khususnya Pasal 18 ayat (4), yang menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati, dan

3 Zainal Abidin Saleh (2018) Demokrasi dan Partai Politik. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 5
Edisi 1. Hlm 1-14



Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi,
kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." Ketentuan ini menjadi dasar
konstitusional bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh
rakyat, sebagai wujud penguatan demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam
sistem pemerintahan daerah di Indonesia.*

Implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun
2004 tentang pemerintah daerah pelaksanaan pemilihan kepala daerah
dilaksanakan pada tahun 2005 menjadi agenda politik nasional yang
pertama kalinya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung
dipilih oleh rakyat, hal ini merupakan catatan sejarah demokrasi pemilihan
umum di Indonesia dengan harapan menghasilkan pemimpin yang kredibel,
akuntabel, berkualitas dan mampu membangun dan mewujudkan daerahnya
menjadi daerah yang adil makmur dan sejahtera.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 merupakan
perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun
2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Undang-
undang ini disahkan pada 1 Juli 2016 dan bertujuan untuk menyempurnakan
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah agar lebih demokratis, efisien,
dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu pokok penting
dalam Undang-undang ini adalah pengaturan tentang pemilihan serentak.

Pemilihan serentak bertujuan untuk mengurangi frekuensi pemilihan yang

4 Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945



tersebar sepanjang tahun, sehingga dapat meningkatkan efisiensi anggaran
dan meminimalkan potensi konflik politik yang bisa terjadi akibat pemilihan
yang terpisah-pisah.’

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 juga
mengatur tentang masa jabatan kepala daerah, pasal 201 ayat (7)
menyatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020
menjabat sampai dengan tahun 2024. Namun, Mahkamah Konstitusi
mengabulkan sebagian permohonan pengujian dan menyatakan bahwa pasal
tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa kepala daerah hasil
pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya kepala daerah
hasil pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak
melewati 5 (lima) tahun masa jabatan.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang melibatkan suara rakyat untuk
pertama kali digelar di 213 daerah yaitu di 7 provinsi 174 kabupaten dan 32
kota. Pemungutan suara langsung mulai Tanggal 1 juni 2004 di kabupaten
Kutai kartanegara kalimantan timur dan berakhir pada Tanggal 21 desember
2004 di kabupaten Pacitan Jawa timur.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di Indonesia telah

5 Tim Citra Umbara. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Citra Umbara.



diselenggarakan beberapa kali sejak tahun 2015. Sejak tahun 2015 sampai
sekarang di tahun 2024, jumlah provinsi peserta Pilkada serentak terus
berkembang. Sebagai informasi, penyelenggaraan Pilkada di Indonesia
untuk pertama kalinya telah digelar sejak tahun 2005, namun untuk
penyelenggaraan Pilkada serentak di Indonesia untuk pertama kalinya baru
digelar pada tahun 2015. Ada 9 Provinsi dan 260 Kota/Kabupaten yang
mengikuti Pilkada serentak di tahun 2015. Undang-Undang Republik
Indonesia No. 1 Tahun 2015 adalah regulasi yang mengatur tentang
pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak, yang mencakup
pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Undang-undang Republik
Indonesia ini merupakan penetapan dari Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014, yang disahkan menjadi
Undang-undang Republik Indonesia pada tanggal 2 Februari 2015. Undang-
undang Republik Indonesia ini mengatur bahwa kepala daerah dan wakil
kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme
pemilihan umum dan bukan lagi dipilih oleh DPRD, sebagaimana pernah
diatur dalam regulasi sebelumnya. Selain itu, Undang-undang Republik
Indonesia ini juga menjadi landasan awal bagi pelaksanaan Pilkada secara
serentak di seluruh wilayah Indonesia, yang bertujuan untuk
menyederhanakan jadwal pemilu, meningkatkan efisiensi anggaran, dan

memperkuat sistem demokrasi lokal.’

¢ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang Republik Indonesia



Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa dengan
berlakunya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang pemerintah daerah diharapkan mampu melahirkan pemimpin-
pemimpin yang kedibel, akuntabel, berkualias dan mampu membangun dan
mewujudkan daerahnya menjadi daerah yang adil, makmur dan sejahtera.

Berdasarkan pasal 58 Undang - Undang Republik Indonesia No. 32
Tahun 2004 tentang pemerintah daerah persyaratan calon kepala daerah baik
yang diatur dalam Undang - undang republik Indonesia No. 32 Tahun 2004
Tentang pemerintah daerah maupun yang diatur dalam Pelaturan
Pemerintah No. 6 tahun 2005, maka akan banyak orang yang memenuhi
syarat atau bisa memenuhi persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah.
Undang- undang Rebupblik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemerintah daerah di atur bahwa pasangan kepala daerah dapat di usulkan
oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 15 % dari
akumulasi suara kursi di DPRD atau 15 % dari akumulasi perolehan suara
sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan sehingga
menyebabkan terbatasnya jumlah calon kepala daerah.”

Kemudian pada tahun 2008 mulai diperkenalkan calon independen
yang diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2008 tentang perubahan ke 2 atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang pemerintah daerah, hal tersebut diatur dipasal (5a). Sebagai bagian

dalam upaya meningkatkan efesiensi dan partisipasi pemilih. Selanjutnya

7 Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, LN RI Tahun 2004 No. 125.



Pilkada langsung dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 Desember
2015, pilkada serentah ini dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali melibatkan
berbagai daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir dalam
periode tertentu.

Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024 yang dijadwalkan pada 27
November 2024 ini menjadi pilkada serentak terbesar dalam sejarah
Indonesia. Pilkada ini sudah digelar di 37 provinsi 415 kabupaten dan 93
kota, mencerminkan komitmen Indonesia terhadap Demokrasi, dengan terus
berkembangnya sistem Pilkada harapannya adalah proses ini tidak hanya
menghasilkan pemimpin yang berkualitas tetapi juga memperkuat
kepercayaan masyarakat terhadap Demokrasi.®

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mempunyai peran strategis sebagai
lembaga yang menyelenggarakan tahapan pilkada langsung di Indonesia
yang di harapkan mampu melahirkan calan-calon pemimpin yang kredibel,
akuntabel dan bisa membawa daerahnya menjadi daerah yang maju, adil,
makmur dan sejahtera. Disisi lain Mahkamah Konstitusi menjadi pengawal
tegaknya prinsip-prinsip demokrasi dan hukum serta melindungi hak-hak
kostitusional warga negara sebagai lembaga peradilan, sebagai cabang
kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi
kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang
salah satunya adalah memutuskan perselisihan hasil pemilu dan atau pilkada

langsung.

8 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada
Serentak Tahun 2024, https://www.kpu.go.id (diakses 22 Mei 2025).
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Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran sentral sebagai
penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Peran ini
diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016
tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 1
tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, dalam Undang-
undang ini mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) di Indonesia, termasuk di dalamnya persyaratan calon kepala
daerah, mekanisme pencalonan, tahapan pelaksanaan Pilkada, pendanaan
Pilkada, sengketa hasil Pilkada, dan pelantikan kepala daerah terpilih, selain
itu pengawasan dalam Pilkada di Indonesia diawasi oleh Bawaslu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga
yang memiliki peran sentral dalam memastikan penyelenggaraan pemilu
berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan
Jurdil). Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, bawaslu diberikan kewenangan untuk mengawasi
seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, mencegah pelanggaran, serta
menindak pelanggaran pemilu baik secara administratif maupun pidana
pemilu.’

Lahirnya Bawaslu merupakan respons terhadap kebutuhan

pengawasan pemilu yang independen, profesional, dan berintegritas. Dalam

°Pasal 93101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
LN RI No. 182 Tahun 2017



konteks demokrasi, pengawasan yang dilakukan Bawaslu bertujuan untuk
menciptakan pemilu yang berintegritas serta menjamin hak politik warga
negara dapat terlindungi. Selain itu, keberadaan Bawaslu juga penting
sebagai mekanisme check and balance terhadap KPU sebagai
penyelenggara teknis pemilu. '°

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tugas dan kewenangan
Bawaslu sering kali menghadapi tantangan, baik dari sisi regulasi, sumber
daya manusia, maupun politik praktis. Oleh karena itu, penting untuk
menganalisis efektivitas peran Bawaslu dalam mengawasi pemilu, terutama
dalam konteks perselisihan Pilkada di kabupaten Sukabumi, misalnya:
pemilu legislatif, pilkada, pengawasan kampanye, atau penanganan
pelanggaran pemilu.!!

Kabupaten Sukabumi merupakan sebagai bagian dari Provinsi Jawa
Barat yang melaksanakan Pilkada pada hari rabu tanggal 27 november 2024
yang diikuti oleh pasangan nomor urut 1 (satu) calon bupati H. Asep Japar
dan calon wakil bupatinya H. Andreas, pasangan nomor urut 2 (dua) calon
bupati H. Iyos Somantri dan calon wakil bupatinya H. Zaenul, kedua calon
ini sudah lolos verifikasi pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sukabumi dan dinyatakan sebagai peserta pada Pilkada
Kabupaten Sukabumi 2024, dilaksanakan pemungutan suara di 5.010

Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah

VJimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Jakarta: Konstitusi Press,
2005), Him. 245.

""Moch. Nurhasan, (2018) Efektivitas Kewenangan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran
Pemilu, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 6, No. 3 Hlm 2-3.



Kabupaten Sukabumi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Jumlah pemilih
yang terdaftar mencapai 1.983.406 jiwa, terdiri dari 1.001.764 pemilih laki-
laki dan 981.642 perempuan. Proses pemungutan suara berjalan lancar,
aman, dan tertib, tanpa adanya gangguan berarti. Setelah pemungutan suara,
kotak suara dikembalikan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara (KPPS) ke Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dengan
pengawalan dari aparat keamanan gabungan dari TNI, Polri, dan Satuan
Linmas.

Namun, pada 1 Desember 2024, dilaksanakan Pemungutan Suara
Ulang (PSU) di TPS 05 Desa Warnasari, Kecamatan Sukabumi, yang
sebelumnya mengalami masalah teknis pada hari pemungutan suara
serentak. Dalam PSU tersebut, pasangan calon H. Asep Japar dan H.
Andreas memperoleh 152 suara, sementara pasangan H. Iyos Somantri dan
H. Zaenul S mendapatkan 100 suara, berbalik dari hasil sebelumnya yang
menunjukkan pasangan Iyos-Zainul unggul di TPS tersebut.

Setelah tahapan penghitungan suara di tingkat TPS dan PPK,
dilakukan rekapitulasi hasil di tingkat KPU Kabupaten Sukabumi pada 56
Desember 2024. Hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa pasangan H. Asep
Japar dan H. Andreas memperoleh 53,10% suara sah, sementara pasangan
H. Iyos Somantri dan H. Zaenul S mendapatkan 46,90% suara sah, dengan
total partisipasi pemilih mencapai sekitar 56,6% dari Daftar Pemilih Tetap
(DPT). Proses pemungutan suara dan rekapitulasi hasil Pilkada Kabupaten

Sukabumi 2024 berjalan dengan transparan dan diawasi ketat oleh berbagai
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pihak untuk memastikan integritas dan kepercayaan publik terhadap hasil
pemilu, tetapi dibalik itu ada hal yang menghebohkan yaitu pasangan calon
Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi 2024, Iyos Somantri-Zainul,
mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final dalam menguji Undang-undang Repubik Indonesia terhadap
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum.'?

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang
memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan hasil
pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Sejak adanya Putusan
MK Nomor 97/PUU-X1/2013, MK tetap menangani sengketa hasil pilkada
meskipun pilkada telah dinyatakan bukan bagian dari pemilu nasional.
Dalam konteks Pilkada Serentak 2024, termasuk di Kabupaten Sukabumi,
MK menjadi lembaga akhir yang memutus sengketa hasil pemilihan yang
disengketakan oleh pasangan calon atau pihak terkait. Keberadaan MK
dalam menangani gugatan hasil pilkada berfungsi sebagai jaminan atas
prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam demokrasi elektoral. Sengketa
yang diajukan ke MK umumnya berkaitan dengan dugaan kecurangan yang
bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) serta perbedaan hasil

perolehan suara yang dianggap memengaruhi hasil pemilihan. Oleh karena

12 Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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itu, meneliti gugatan hasil Pilkada Sukabumi 2024 menjadi penting dalam
menilai sejauh mana peran MK menjaga integritas pemilu lokal serta
bagaimana keputusannya berdampak terhadap stabilitas politik daerah.'?

Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan
bagian penting dari sistem demokrasi elektoral di Indonesia. Mekanisme
penyelesaian sengketa ini telah diatur secara khusus dalam peraturan
perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia No.
10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan Mahkamah Konstitusi
(PMK). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 235/PHPU.BUP-XXIII/2025
adalah contoh konkret bagaimana hukum acara di Mahkamah Konstitusi
diterapkan untuk menangani perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2024.

Putusan  Mahkamah  Konsitusi dengan nomor perkara
235/PHPU.BUP-XXII1/2025. Dalam gugatan tersebut, paslon nomor urut 1
(satu) menuding adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif
(TSM) yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2, Asep Japar-
Andreas.

Penggelembungan suara di 469 TPS, pemohon mengklaim terjadi
penggelembungan suara di 469 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang

tersebar di 27 kecamatan. Dari data yang diajukan, pasangan lyos-Zainul

13 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 97/PUU-X1/2013, tentang Pengujian
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 terhadap UUD 1945; lihat juga Republik Indonesia,
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70; dan Saldi
Isra, MK dan Penyelesaian Sengketa Pilkada: Antara Hukum dan Politik (Jakarta: Konstitusi Press,
2016), Him. 112.



memperoleh sekitar 28.818 suara, sementara pasangan Asep-Andreas
memperoleh 102.934 suara di TPS-TPS tersebut. Selisih suara di 469 TPS
ini mencapai 73.726 suara, lebih besar dibandingkan selisih suara akhir hasil
rekapitulasi KPU yang hanya 65.872 suara. Pemohon berargumen bahwa
jika suara di 469 TPS tersebut dianulir, mereka dapat memenangkan pilkada
dengan selisih 8.244 suara.

Keterlibatan ASN dan Birokrasi, pemohon mendalilkan adanya
keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jajaran birokrasi secara
terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan pasangan Asep-
Andreas. Hal ini terlihat dari dugaan dukungan Bupati Sukabumi yang juga
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi kepada pasangan nomor
urut 2 Pemohon menyertakan bukti berupa video pidato Bupati yang
dianggap mengarahkan dukungan kepada pasangan Asep-Andreas .

Dugaan Politik Uang pemohon juga mengklaim adanya praktik
politik uang berupa pembagian sembako yang diduga dilakukan oleh
pasangan Asep-Andreas untuk mempengaruhi pemilih. Sebanyak 68
peristiwa dugaan politik uang ini didukung oleh 68 alat bukti yang diajukan
oleh pemohon.

Ketika penulis mempelajari dan meneliti latar belakang yang penulis
rancang ternyata memang benar ada kejanggalan-kejanggalan dalam
putusan Mahkamah Konsitusi dengan Nomor putusan 235/PHPU.BUP-
XXII1/2025 yang dimana pada putusan itu memenangkan pasangan nomor

urut 1 (satu) H. Asep Japar dan H. Andreas sedangkan merugikan pasangan
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nomor urut 2 (dua) H, Iyos Somantri dan H. Zaenul, dengan judul

perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi 2024.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penulis akan mencoba
mengetengahkan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan gugatan
perseisihan Pemilu Kepala Daerah : Studi Kasus Putusan No. 235/PHPU.BUP-
XXII1/2025, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kajian dari putusan No. 235/PHPU.BUP-XXIII/2025
terhadap penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah?

2. Bagaimanakah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan
eksepsi dalam Putusan No. 235/PHPU.BUP.XXII1/2025?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penulisnya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi Kajian dari putusan tersebut terhadap sistem
penyelesaian sengketa Pilkada di Indonesia, termasuk apakah putusan
tersebut menciptakan preseden hukum baru, mempengaruhi
kewenangan lembaga peradilan terkait, atau mengubah praktik
penyelesaian sengketa ke depan..

2. Untuk memberikan masukan kepada Penegak Hukum terkait pentingnya
menafsirkan Peraturan Perundang-undangan dalam memutuskan
perselisihan hasil Pemilihan Umum pada Pemilihan Kepala Daerah
langsung.

D. Kegunaan Penelitian
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Kegunaan atau manfaat penulis dalam melakukan penelitian ini
adalah :
1. Kegunaan secara teoritis
a. Hasil penelitian dapat memberikan pandangan pemikiran bagi
seluruh masyarakat tentang Ilmu Hukum dalam kaitannya dengan
Putusan Mahkamah Konsitusi No. 235/PHPU.BUP.XXIII/2025
b. Memberikan conto nyata tentang bagaimana hukum dan pelaturan
perundang-undangan diterapkan dalam konteks konflik elektoral
2. Kegunaan secara praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman
terkhusus kepada orang hukum dan umumnya kepada masyarakat
mengenai pentingnya mengkaji dan menafsirkan terlebih dahulu
suatu putusan dilihat dari Putusan Mahkamah Konsitusi No.
235/PHPU.BUP.XXII1/2025
b. Membantu masyarakat memahami mekanisme hukum dalam
menyelesaikan sengketa pilkada secara damai dan konstitusional
E. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran adalah alur berpikir logis dan sistematis yang
digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan bagaimana suatu masalah akan
dikaji dalam sebuah penelitian. Dalam skripsi, kerangka pemikiran
menjembatani antara latar belakang masalah, rumusan masalah, teori yang
digunakan, dan tujuan penelitian.

1. Sistem Demokasi Partisipatif
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Demokrasi partisipatif adalah bentuk demokrasi yang
menekankan peran aktif dan langsung warga negara dalam proses politik,
tidak terbatas pada pemungutan suara, tetapi juga dalam pengambilan
keputusan, pengawasan, dan koreksi terhadap hasil keputusan politik.
Demokrasi bukan hanya tentang pelaksanaan pemilihan umum, tetapi juga
mengenai partisipasi rakyat dalam seluruh proses politik, termasuk
pengawasan dan kontrol terhadap hasil pemilu. Sistem demokrasi
partisipatif menekankan keterlibatan aktif warga negara tidak hanya saat
mencoblos, tetapi juga dalam mengawal hasil, transparansi, dan keadilan
dalam penyelenggaraan pemilu.

Menurut Carole Pateman, dalam bukunya Participation and
Democratic Theory, partisipasi politik adalah dasar dari proses demokratis
yang sehat. Demokrasi yang partisipatif tidak hanya memberi ruang bagi
masyarakat untuk memilih, tetapi juga untuk mengontrol jalannya
pemerintahan dan hasil-hasil dari proses politik, termasuk hasil pemilu.!4

2. Esensi Pelaksanaan Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk
pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal yang memungkinkan rakyat secara
langsung memilih kepala daerah dan wakil kepala daerahnya. Pilkada
merupakan perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana
tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan

4 Pateman Carole, Participation and Democratic Theory. Cambridge University Press, (1970) HIm.
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rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Repubik Indonesia
nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
(UU Pilkada), disebutkan bahwa: “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali
Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan
rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota secara langsung dan demokratis.” Dengan demikian, Pilkada
merupakan instrumen utama dalam mengimplementasikan hak
konstitusional rakyat untuk memilih pemimpin di daerah. Adapun tujuan
dan nilai esensial Pilkada, Pilkada tidak hanya dimaknai sebagai proses
elektoral semata, tetapi memiliki nilai-nilai esensial yang bersifat
substantif dalam kehidupan bernegara, antara lain:

a. Mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel,
dengan pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan
bertanggung jawab kepada konstituennya.

b. Memberikan ruang partisipasi politik masyarakat, tidak hanya
sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas proses demokrasi di
daerah.

¢. Memperkuat legitimasi kepemimpinan daerah, karena kepala daerah
yang terpilih merupakan hasil dari proses pemilihan yang sah dan
terbuka. Partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada adalah wujud

nyata dari prinsip "democracy for the people, by the people, and with
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the people". Ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya
prosedural, tetapi juga substantif, yang menyentuh pada nilai
keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
3. Asas-asas pemilu dalam pemilihan Kepala Daerah
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah berdasarkan asas langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) sebagaimana
diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun
2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia
No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti
Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan
gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-undang mengatur tentang
penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara
langsung oleh rakyat melalui pemilhan umum yang dilaksanakan secara
serentak, penjabaran asas tersebut.
Langsung, yaitu pemilih datang ke tempat pemungutan suara
(TPS) untuk memberikan suara secara pribadi tidak ada pelantara seperti
anggota dewan perwakilan rakyat daerah atau lembaga lain yang
menentukan suara atas nama pemilih, suara yang diberikan merupakan
pemilih langsung terhadap kandidat (calon kepala daerah) yang ingin
dipilih. Hal ini memastikan bahwa pemilih secara individu benar-benar
berasal dari kehendak langsung si pemilih menjamin kedaulatan rakyat
secara nyata, karena suara rakyat langsung menentukan hasil pemilu juga

menghindari perwakilan suara yang dapat dimanipulasi oleh pihak lain
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dan membuat hasil pemilu lebih valid dan dapat dipercaya karena suara
berasal langsung dari pemilih. Umum berarti bahwa setiap warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat berhak untuk memilih dan dipilih, tanpa
diskriminasi, berlaku untuk semua golongan, tanpa membedakan agama,
suku, ras, gender, tingkat pendidikan, status sosial atau ekonomi. Bebas
berarti bahwa setiap pemilih berhak menentukan pilihannya sendiri secara
bebas, tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, atau pengaruh dari pihak mana
pun, pemilih tidak boleh dipaksa untuk memilih calon tertentu tidak boleh
ada tekanan dari partai politik, pejabat, aparat, atasan, tokoh masyarakat,
bahkan keluarga.

Pemilih berdaulat penuh atas pilihannya, sesuai hati nurani.
Rahasia berarti bahwa pilihan politik setiap pemilih tidak boleh diketahui
oleh pihak mana pun, baik sebelum, saat, maupun sesudah memberikan
suara dalam pemilihan kepala daerah. Jujur dalam penyelenggaraan
pemilihan kepala daerah semua pihak yang terlibat termasuk
penyelenggara, pemerintah, partai politik, pengawas, pemilih, dan peserta
harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Kejujuran ini mencakup transparansi dalam setiap
tahapan pilkada, dari pendaftaran calon hingga pengumuman hasil
pemilihan, dan yang terakhir Adil, Setiap pemilih dan peserta pilkada
harus diperlakukan secara setara dan bebas dari kecurangan pihak mana
pun. Keadilan ini mencakup kesetaraan dalam akses informasi,

kesempatan kampanye, dan perlakuan yang adil dari penyelenggara
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pemilu.

Asas-asas ini menjadi dasar moral dan hukum agar Pilkada tidak
hanya sah secara formal, tetapi juga kredibel secara substantif, Adapun
Tantangan dalam Pelaksanaan Pilkada, meskipun Pilkada telah menjadi
sarana demokratis, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah
tantangan, di antaranya:

a. Tingginya praktik politik uang (money politics) yang menggerus nilai
demokrasi.

b. Netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang sering kali dilanggar.

c. Minimnya partisipasi kritis masyarakat, yang hanya aktif pada tahap
pemilihan tetapi tidak dalam pengawasan.

d. Sengketa hasil Pilkada, yang sering terjadi akibat ketidakpuasan terhadap
hasil atau dugaan kecurangan.

e. Dalam hal ini, mekanisme hukum untuk menggugat hasil Pilkada melalui
Mahkamah Konstitusi menjadi bagian penting dari demokrasi
partisipatif, karena memungkinkan pihak yang dirugikan untuk
menuntut keadilan secara konstitusional.

Dengan demikian, Pilkada yang berjalan jujur, adil, dan transparan
tidak hanya menciptakan legitimasi kepemimpinan, tetapi juga
memperkuat demokrasi lokal dan memperkuat kepercayaan rakyat
terhadap negara. Perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
pada dasarnya merupakan usaha yang rasional dan sistematis untuk

mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi. menuju perubahan bangsa
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indoseia yang adil, makmur dan sejahtera.

Nilai-nilai dasar (core values) demokrasi tersebut antara lain
adalah konsisten untuk selalu transparan dalam pengambilan keputusan,
penegakan supremasi hukum, promosi dan perlindungan HAM, peradilan
yang bebas dan tidak memihak, penciptaan norma-norma hukum yang
aspiratif, pemerintah efesien dan tunduk pada tatanan hukum (good
govermence) pers yang bebas, dan sistem pemilihan umum yang adil dan
jujur. 3

Sistem Pemilihan Umum yang adil dan jujur di implementasikan
dengan Pelaksanaan pilkada langsung yang penyelengaraan nya di
laksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berlangsung di
semua wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik tingkat
provinsi maupun kabupaten atau kota. Dasar hukum pelaksanaan
pemilihan Kepala Daerah langsung di mulai dari Undang — Undang
Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah,
Undang - undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang
pemimilihan gubernur, bupati dan walikota dan peraturan KPU nomor 8
Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan
wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

4. Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Konstitusi
Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai The Guardian of the

Constitution berarti bahwa MK berperan sebagai penjaga dan pelindung

15 Muladi, Pengadilan Pidana Bagi Pelanggaran Berat di Era Demokrasi Dalam Jurnal Demokrasi
dan HAM, (Jakarta The Habibie Center, 2000) HIm.38
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945) dari segala bentuk pelanggaran, penyimpangan, atau pembentukan
hukum yang bertentangan dengan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga tinggi negara yang
memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menegakkan konstitusi.
Sebagai The Guardian of the Constitution, MK berperan menjaga agar
seluruh peraturan perundang-undangan dan tindakan lembaga negara
tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). “The guardian of the constitution”
adalah istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen, dalam
konteks pembentukan mahkamah konstitusi yang terpisah dari lembaga
peradilan biasa.'®

Mahkamah Konsitusi sebagai lembaga pemegang kekuasaan
kehakiman telah memperoleh jaminan konstitusional akan indepedensi
kelembagaannya. Penganturan prinsip indepedensi MK dalam konsitusi
itu diturunkan dalam ketentuan yang lebih teknis lagi dalam Undang-
Undang MK. 7 Dalam konteks ini, MK berfungsi sebagai penjaga
konstitusi dengan memastikan bahwa setiap peraturan perundang-
undangan yang dibuat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia tahun 1945. Melalui kewenangan judicial review, MK

dapat membatalkan atau menyatakan suatu Undang-undang tidak berlaku

1 Hans Kelsen (1942). Judicial Review of Legislation: A Comparative Study of the Austrian and the
American Constitution. Journal of Politics, Vol. 4, No. 2.

17 Ahmad Fadlil Sumadi. Politik Hukum Konsitusi dan Mahkamah Konsitusi. Setara Press. Malang,
2013. Him 44
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jika terbukti bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, MK juga berperan
dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dengan
memberikan putusan yang adil dan berkeadilan.
F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan prosedur dan teknik untuk menjawab
permasalahan yang akan dilakukan penelitian oleh peneliti, dan jenis
penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berpijak pada suatu
proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun
doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga
diperoleh argumentasi, teori atau konsep sebagai preskripsi dalam
menyelesaikan masalah.
1. Spesifikasi Penelitian
Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian
hukum normatif yang terfokus pada analisis perundang-undangan
menggunakan bahan hukum utama, yaitu Putusan Mahkamah
Konsitusi No. 235/PHPU.BUP.XXIII/2025. Penelitian ini
mengandalkan bahan hukum yang membahas tahapan dan
kendala dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten
Sukabumi.
2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam
penelitian ini adalah:

a) Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach)
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Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan
isu hukum yang sedang diteliti. Dalam konteks skripsi ini,
peneliti akan mengkaji konsistensi dan kesesuaian antara
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pemilihan Kepala Daerah dengan Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.
Tujuannya adalah untuk memahami apakah peraturan
tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional
dan apakah terdapat kekosongan hukum yang perlu diatasi.
b) Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan
dengan menelaah dan menganalisis kasus-kasus hukum yang
relevan dengan isu yang sedang diteliti, khususnya putusan
pengadilan yang memberikan preseden atau menunjukkan
penerapan hukum terhadap fakta konkret, tujuannya adalah
untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik
oleh lembaga peradilan, termasuk bagaimana hakim
memberikan penafsiran terhadap peraturan perundang-
undangan dalam kasus tertentu. Pada kasus ini fokus pada
analisis terhadap putusan konkret yang dihasilkan oleh

Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil
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Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024.
c) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah
pandangan atau doktrin dari para ahli hukum, yang kemudian
digunakan sebagai kerangka berpikir atau dasar analisis
hukum dalam menjelaskan atau menafsirkan peraturan
perundang-undangan maupun putusan pengadilan, tujuannya
adalah untuk memahami dan mengembangkan konsep-
konsep hukum yang belum diatur secara eksplisit atau yang
masih diperdebatkan secara teori, dalam hal ini bertujuan
untuk menganalisis dan memahami konsep-konsep hukum
dan  prinsip-prinsip ~ dasar yang terkait dengan
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada),
khususnya dalam konteks Kabupaten Sukabumi Tahun 2024.
3. Tahap Penelitian
Tahap penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian
ini menggunakan tiga tahapan yaitu:

a. Tahap persiapan, yaitu tahap di mana peneliti merancang
desain penelitian yang dituangkan di dalam penelitian ini.
Tahapan ini merinci secara detail apa yang akan
dilakukan di dalam kegiatan penelitian nantinya.

b. Tahap perencanaan adalah rangkaian langkah-langkah

sistematis yang dilakukan penulis untuk menentukan
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tujuan, strategi, dan tindakan yang akan diambil untuk
mencapai hasil yang diinginkan. Proses ini melibatkan
beberapa tahap utama, seperti menetapkan tujuan,
mengidentifikasi kondisi saat ini, menganalisis peluang
dan tantangan, mengembangkan rencana aksi, dan

mengevaluasi hasil.
c. Tahap penelitian, pada tahap ini dilakukan tahapan
pengumpulan data melalui observasi, studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpul Bahan Hukum
Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode
yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti.
Pada penelitian kali ini penulis akan menggunakan data dengan
cara:
a. Studi keperpustakaan

Penelitian kepustakaan  dimaksudkan untuk
memperoleh suatu data sekunder dan informasi dengan
bantuan berbagai macam dokumen yang terdapat di
ruang perpustakaan. Contohnya buku, terbitan berkala,
dan penelitian terdahulu. kepustakaan merupakan suatu
penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka dengan cara membaca, mempelajari, dan
menganalisis secara sistematis. Dari studi kepustakaan

ini meliputi sebagai berikut
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Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2008  tentang  Pemerintahan  Daerah, yang
menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
dan sebelumnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999, diundangkan dalam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59)

Putusan Mahkamah Konsitusi No.
235/PHPU.BUP/XXIII/ 2025

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dimaksudkan untuk

mendukung penjelasan terkait bahan hukum primer itu

sendiri, seperti, buku-buku yang terkait, kamus hukum,

ataupun jurnal penelitian.
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3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan yang

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer

maupun sekunder, contohnya kamus bahasa, kamus hukum,

internet dan media lainnya.
5. Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan 3 Analisis data dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

a. Analisi Secara Deskriptif

Analisis deskriptif yang penulis terangkan bertujuan untuk
memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur tentang data yang
ada menyajikan fakta dan kejadian secara objektif tanpa interpretasi.
Seperti Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sukabumi, terjadi sengketa
hasil Pilkada yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1, Iyos
Somantri dan Zainul, kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dengan
nomor perkara 235/PHPU.BUP-XXIII/2025. Mereka mendalilkan
adanya penggelembungan suara di 469 TPS dan dugaan pelibatan
ASN secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). KPU
Kabupaten Sukabumi membantah seluruh dalil tersebut,
menyatakan tidak ada penggelembungan suara dan bahwa laporan
ke Bawaslu Provinsi tidak memenuhi unsur materil.
b. Analisis Secara Komparatif

Analisis komparatif (comparative analysis) adalah proses
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membandingkan dua atau lebih elemen, objek, atau konsep untuk
mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan hubungan di antara
mereka. Tujuannya adalah untuk membandingkan fenomena serupa
untuk melihat perbedaan dan kesamaan. Sengketa Pilkada di
Kabupaten Sukabumi 2024 memiliki kesamaan dengan sengketa di
Kabupaten Bogor dan Cianjur, di mana ketiganya mengajukan
gugatan ke MK. Namun, perbedaan muncul dalam substansi
gugatan; di Sukabumi, fokus pada dugaan penggelembungan suara
dan pelibatan ASN, sedangkan di daerah lain lebih kepada
pelanggaran administratif dan politik uang .
c. Analisis Secara Evaluatif

Analisis evaluatif adalah proses analisis yang bertujuan
untuk mengevaluasi suatu objek, seperti program, kebijakan, atau
produk, dengan mengumpulkan dan menganalisis data secara
sistematis untuk menentukan nilai, manfaat, dan efektivitasnya.
Mekanisme penyelesaian sengketa di Kabupaten Sukabumi melalui
Bawaslu dan MK menunjukkan adanya kesenjangan dalam
implementasi. Meskipun prosedur hukum diikuti, efektivitasnya
terganggu oleh kurangnya bukti konkret dalam beberapa laporan,
seperti dugaan pelibatan ASN yang tidak memenuhi unsur materiil.
Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas
pengawasan dan pelaporan di tingkat lokal.

d. Analisis Secara Argumentatif



30

Analisis argumentatif adalah metode analisis dalam
penulisan ilmiah (termasuk skripsi) yang digunakan untuk
mengemukakan pendapat atau posisi penulis terhadap suatu
masalah, didasarkan pada data, logika, dan teori yang kuat, serta
disertai bukti hukum, fakta empiris, dan pandangan ahli juga
menyajikan argumen yang didukung oleh bukti dan teori. Contonya
Penulis berpendapat bahwa sistem pengawasan Pemilu di
Kabupaten Sukabumi perlu diperkuat dengan pendekatan berbasis
teknologi dan pelatihan intensif bagi petugas di lapangan.
Berdasarkan temuan Bawaslu yang menemukan dugaan ujaran
kebencian melalui media sosial, seperti akun TikTok yang
mengandung unsur pelanggaran, menunjukkan bahwa pengawasan
konvensional belum cukup efektif. Implementasi sistem
pengawasan digital dan peningkatan literasi hukum bagi masyarakat
dapat menjadi solusi untuk mengurangi potensi pelanggaran di masa
mendatang.

6. Lokasi Penelitiaan
Penelitian ini di laksanakan di Kabupaten Sukabumi.

7. Jadwal Penelitian
Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu 6
(enam) bulan dengan rincian jadwal sebagaimana tergambar

dalam tabel sebagai berikut:

KEGIATAN BULAN
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Kajian  Putusan No. 235/PHPU.BUP-XXIII/202S  Terhadap
Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Sukabumi Tahun 2024
Berdasarkan kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.
235/PHPU.BUP-XXII1/2025, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konsitusi
lebih menekankan aspek formalistik dalam menyelesaikan sengketa hasil
Pilkada Sukabumi 2024, khususnya terkait ambang batas selisih suara dan legal
standing pemohon. Meskipun secara normatif pendekatan ini memperkuat
kepastian hukum, namun penulis menilai bahwa sikap Mahkamah Konsitusi
yang terlalu kaku dalam menafsirkan prosedur telah mengabaikan substansi
keadilan elektoral, terutama dalam konteks dugaan pelanggaran serius seperti
politik uang dan pelanggaran administratif. Mahkamah Konsitusi tampak
mengedepankan logika teknis hukum dan membatasi ruang pengujian atas
kebenaran materiil, sehingga berisiko mengabaikan prinsip due process of law
dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Putusan ini mencerminkan
regresi dalam peran Mahkamah sebagai penjaga demokrasi substantif dan
membuka ruang impunitas dalam proses politik elektoral yang seharusnya dijaga
melalui penegakan keadilan yang menyeluruh dan kontekstual.

2. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam

102
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Memutuskan Pengabulan Eksepsi Termohon dan Menyatakan

Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

Berdasarkan kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.
235/PHPU.BUP-XXII1/2025, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi
secara konsisten menempatkan syarat formil, khususnya ambang batas selisih
suara dan legal standing, sebagai kriteria utama dalam menerima permohonan
sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Meskipun secara normatif hal ini
memperkuat kepastian hukum, namun pendekatan yang terlalu formalistik
tersebut dinilai mengabaikan aspek keadilan substantif, khususnya dalam kasus
yang mengandung indikasi pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan
masif (TSM). Sikap Mahkamah Konsitusi yang menolak permohonan tanpa
menggali substansi permasalahan menunjukkan kecenderungan restriktif dan
bertentangan dengan peran idealnya sebagai penjaga konstitusi dan pelindung
hak-hak elektoral warga negara. Oleh karena itu, putusan ini mencerminkan
kemunduran dalam perlindungan konstitusional terhadap proses demokrasi lokal
serta menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya peran Mahkamah
Konstitusi dalam menjaga integritas dan kualitas pemilu yang jujur, adil, dan
demokratis.
. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap putusan Mahkamah

Konstitusi No. 235/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengenai sengketa hasil Pilkada
Sukabumi Tahun 2024, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan

kepada berbagai pihak terkait, yaitu sebagai berikut:
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a. Bagi Mahkamah Konstitusi

1.Perlu lebih mengintensifkan sosialisasi mengenai batasan formil
permohonan perselisithan hasil Pilkada agar peserta pemilu memahami
dengan baik syarat-syarat formil, seperti ambang batas suara dan tenggat
waktu pengajuan.

2.Mendorong peningkatan transparansi publik terhadap proses persidangan
sengketa Pilkada guna memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat
terhadap putusan MK.

b.Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

1.KPU di daerah, termasuk KPU Kabupaten Sukabumi, disarankan untuk
memberikan informasi yang lebih terbuka dan akurat kepada peserta Pilkada
terkait tahapan, jadwal, dan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak terjadi
kekeliruan dalam pengajuan sengketa.

2.KPU juga diharapkan memperkuat dokumentasi dan prosedur administratif
guna mengantisipasi kemungkinan gugatan hukum serta mendukung
pertanggungjawaban hukum di hadapan Mahkamah.

c. Bagi Peserta Pilkada

1. Disarankan untuk memahami dengan cermat ketentuan hukum acara
Mahkamah Konstitusi, terutama terkait ambang batas selisih suara, tenggat
waktu, dan legal standing agar permohonan tidak gugur secara administratif.

d.Bagi Kuasa Hukum Lawyer

1. Melakukan Kajian Formil Secara Ketat Sebelum Mengajukan Permohonan,
Para kuasa hukum perlu melakukan kajian mendalam terhadap syarat formil,

khususnya
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ambang batas selisih suara dan legal standing, sebagaimana diatur dalam
Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 dan PMK No. 5 Tahun 2023. Permohonan
yang tidak memenuhi syarat formil akan ditolak tanpa diperiksa
substansinya, sehingga penting untuk memastikan bahwa seluruh elemen
administratif dan yuridis terpenuhi secara lengkap dan akurat sebelum

permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

2. Menguatkan Argumentasi dan Bukti Sejak Awal dengan Pendekatan
Strategis, Kuasa hukum sebaiknya menyusun strategi litigasi yang
komprehensif, termasuk pengumpulan dan penyusunan bukti serta uraian
posita dan petitum secara jelas, sistematis, dan mendalam. Meskipun perkara
dapat gugur pada aspek formil, kualitas penyusunan materi perkara sejak
awal akan memperlihatkan profesionalitas dan mempersiapkan posisi kuat
apabila Mahkamah memutuskan untuk melanjutkan perkara ke tahap
pembuktian.

. Bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat

.Pemerintah daerah sebaiknya tetap menjaga netralitas dalam setiap tahapan
Pilkada serta mendukung pelaksanaan putusan MK sebagai bentuk
penghormatan terhadap supremasi hukum.Masyarakat perlu meningkatkan
literasi hukum dan pemilu, khususnya dalam memahami hak
konstitusionalnya dalam pemilihan kepala daerah, termasuk pentingnya

menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum yang sah.
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